ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
SECARA SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN)
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Tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi

setiap fase peradaban sehingga dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditentukan
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka dikeluarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau
lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu tujuan
diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk meletakkan dasar-
dasar untuk menjamin kepastian hukum kepada seluruh pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Oleh karena itu dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
ditentukan bahwa : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar
masyarakat yang belum mendaftarkan obyek tanah hak miliknya segera
mendaftarkan hak miliknya demi mendapatkan kepastian dan perlindungan
hukum melalui Pendaftaran Tanah secara sistematik maupun Pendaftaran Tanah
secara Sporadik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang dilakukan
terhadap kenyataan masyarakat degan maksud dan bertujuan untuk menemukan
fakta-fakta yang menuju kepada identifikasi dan akhirnya menuju kepada
penyelesaian suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hambatannya adalah hambatan dari
masyarakat dan hambatan teknis dari panitia ajudikasi Kantor Pertanahan, upaya
Kantor Pertanahan yakni dengan meningkatkan pelayanan pertanahan,
penyuluhan dan melaksanakan program pertanahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi Kantor Pertanahan
Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
yang akan berdampak positif kepada masyarakat dalam hal pengurusan hak
memiliki atas tanah.
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